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A. Pengaturan Hukym Tindak Pidana Judi Online

Pengaturan hukym tindak pidana Judi online di Indonesia merupakan bagian

dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari
dampak negatif perjudian, menjaga ketertiban umum, dan menegakkan
moralitas publik. Pengaturan ini bersifat komprehensif, mencakup larangan,
sanksi pidana, mekanisme penegakan hukum, hingga upaya preventif untuk
mencegah maraknya perjudian daring. definisi perbuatan tindak pidana
mendefinisikan bahwa apabila perbuatan pidana hanya menunjuk kepada

ilaran; . Akibatnya,
apakah perbuatan tersebut melanggar atau dilarang oleh hukum

— g melakukan perbuatan pidana dapat dipidana
mengenai apakah se: BTt :




tentang Tindak Pidana Perjudian, diatur datam Pasal 426 dan 427,
dengan mempertegas larangan dan ancaman pidana bagi setiap orang
yang menyelenggarakan atau turut serta dalam perjudian, baik secara
langsung Maupun melalui media elektronik.

Dengan berlakunya KUHP bary (UU No. 1 Tahun 2023) yang efektif
mulai Januari 2026, ketentuan tentang perjudian diperbarui dalam Pasal

426 dan Pasal 427. Pasal 426 menegaskan larangan menyelenggarakan




Yang menggunakay sistem elektronik, termaguk larangan distribusi,
transmisi, dan aiseg tethadap informaqs; elektronik yang bermuatan
perjudian. Dalam pagy 57 yat (2) UU ITE, ditegaskan bahwa setiap
orang dilarang dengan SeNgaja dan tanpa hak mendistribusikan,
mentransmisikan, atay membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
yang memiliki muatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini
diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat

(2), yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp! miliar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2024, 2024). Ketentuan ini berlaku baik bagi pelaku,




terhadap situs atay aplikasi yang digunakan sebagai sarana judi online,

sebagaimana diatur dalam ketentuan fary Pasal 40A.
- Reputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 2024

Kebijakan terbary pemerintah untuk memerangi judi online
didasarkan pada perpres ini. Ini menetapkan langkah strategis nasional
untuk membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online.
Meskipun Keppres tidak represif seperti UU, namun fungsinya adalah
mempercepat dan mengoordinasikan penegakan hukum secara

administratif dan teknis untuk mencegah dan menindak perjudian

online.
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ada yang melaporkan dalam 30 hari (Sigit Yeranto, 2024),

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online

1. Hosting Situs Judi Berada di Luar Negeri

Sebagian besar situs judi online di Indonesia menggunakan server di
luar wilayah hukum negara. Data tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi

dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa 90 persen platform judi

online yang aktif menjaring pemain Indonesia di hosting di negara seperti

Filipina, Kamboja, atau yurisdiksi Eropa (Pramudhiaz, 2023). Karena




Yang aman dan terenkripsi sampit menyembunyikan alamat IP asli
pengguna. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat "menyamar”
seolah-olah jika mereka mengakses internet dari negara lain. Penggunaan
teknologi Virtual Private Network (VPN) dan sistem mirroring domain
menjadi Penghalang teknis utama dalam pemblokiran situs judi online.
Menurut Laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Judi Online tahun
2024, 50 persen orang yang bermain Judi online menggunakan VPN, yang

memungkinkan pelaku menghindari pemblokiran Kominfo(Indonesia,
2024).

3. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat




Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APITT) menemukan bahwa 65%
pengguna internet Indopesia tidak menyadari bahwa bermain judi online
adalah tindak pidana (Apji, 2023).

- Data Pengguna Judi Online

Data yang disajikan oleh penulis diambil dari periode 2020-2024, di
Indonesia ada 4 juta pemain Judi online, termasuk anak-anak dan orang
dewasa. Data menunjukan bahwa 2% dari pemain judi online berusia di

bawah 10 tahun terdiri dari 80.000 orang. Jumlah pemain usia 10-20 tahun

adalah 11%, kurang lebih 440.000 orang, usia 21-30 tahun adalah 13% atau
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TAHUN | KERTiGiie—

ERUGIAN %

GAN
2020 i
Rp. 158 Periode Pertama, perputaran transaks Judi

Triliun online sekitar Rp 15,8 Triliun
L

__—__—___‘.".—'——H
2021 | Rp 57.9 Tritiun Lalu meningkat pada 2021 hingga Rp 579

Triliun
2022 Rp. 1044 Lalu naik lagi menjadi Rp 104.4 Triliun
Triliun

2023 | Rp. 327 Triliun Kemudian melonjak hingga Rp 327 Triliun

2024 | Rp. 600 Triliun Pada Tahun 2024 transaksi judi online

mencapai Rp 600 Triliun
Tabeltl‘ I: = I ::‘f‘ T
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